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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf 




Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
   xi 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda ( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif 
atau yaa‟ 
a a dan garis di 
atas 
   xii 
 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di 
atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 




 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah 
yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, 
transliterasinya adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau 
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut 
terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf  (konsonan anda) yang diberi tanda syaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
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 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 
syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
 َ د  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
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Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
َ عْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam 
Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, 
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-
Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh : 
َ ٰللّا نْي  د diinullah َ ٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
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10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 
permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 
dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 
rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan 
Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 
daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
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Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perda 
Nomor 138 Tahun 2013 di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah dan kemudian menyajikan 2 subtansi permasalahan 
yaitu: 1) Bagaimana Bentuk pelaksanaan Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang 
penetapan kawasan industrialisasi rumput laut pada dinas kelautan dan perikanan di 
Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. 2) Bagaimana pandangan 
Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi lapangan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 138 Tahun 2013 di 
Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, serta mengetahui pandangan 
Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian field reserch kualitatif dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan yuridis 
normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: 
identifikasi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakana adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari peneltian ini adalah: 1) Pemerintah 
daerah sudah menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput 
Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar bahwa petani rumput 
laut berhak mendapatkan bantuan berupa kebun bibit, sarana dan prasarana dan 
penyuluhan dari pemerintah daerah. 2) Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap perda 
Nomor 138 tahun 2013 bahwa pemerintah sebagai wakil rakyat diharuskan untuk 
berlaku adil dan transparan dalam melaksanakan dan memutuskan sesuatu yang 
menyangkut kemaslahatan ummat. Apabila terdapat perselisihan dan kekeliruan 
antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi suatu perkara harus 
dikembalikan kepada al-Qur’an dan as Sunnah. 
Implikasi penelitian ini yaitu 1) Memberikan informasi tentang Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput 
Laut Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang 
Kab. Takalar 2) Mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap  Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 







A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik 
patut didukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini ditambah dengan aparatnya, serta 
masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 




Indonesia merupakan negara kepulauan atau bahari. Dua pertiga negara ini 
terdiri dari lautan dengan total garis panjang pantainya terpanjang kedua dunia. 
Wilayah pesisir Indonesia yang luas memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, 
sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah perairan sepanjang 5,8 km termasuk 
zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), maksudnya zona yang luasnya 200 mil 
                                                             
1
Widjaja Haw,Penyelenggara Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),h. 37  
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laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai 
mempunyai hak atas kekayaan alam didalamnya, dan berhak menggunakan 
kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya, ataupun melakukan 
penanaman kabel dan pipa. 
Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional 
dan nelayan buruh. Nelayan tradisional adalah nelayan yang tekhnologinya masih 
menggunakan alat tradisional dan nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja di 
kapalnya orang. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan 
tangkap nasional. Walaupun demikian posisi sosial mereka tetap marginal dalam 
proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif, sehingga sebagai pihak 
produsen nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar.  
 Sebagai bangsa yang memiliki wilayah laut luas dan dataran yang subur 
sudah semestinya Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Menjadi tidak wajar 
manakala kekayaan yang sedemikian besarnya ternyata tidak menyejahterakan. 
 Untuk daerah perairan, petani nelayan bukan cuman hanya nelayan ikan tapi 
ada juga membudidayakan rumput laut. Karena kurangnya pendapatan ikan di pesisir 
pantai maka banyak masyarakat yang beralih membudidayakan rumput laut. 
Sejalan dengan program pemerintah, rumput laut mampu meningkatkan 
ekonomi masyarakat pesisir dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagai pelaku usaha 
rumput laut, faktor lainnya yakni gairah harga rumput laut cukup tinggi. 
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 Dalam peraturan daerah Nomor 138 Tahun 2013 Tentang penetapan Kawasan 
Industrialisasi rumput laut pada dinas kelautan dan perikanan dalam putusannya 
menetapkan  
Kesatu : Kawasan yang dijadikan sebagai lokasi industrialisasi Budidaya Rumput 
laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 
Anggaran 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati Takalar 
ini. 
Kedua : Daerah yang dijadikan sebagai kawasan diwajibkan untuk diberikan 
bantuan berupa kebun bibit kepada kelompok pembudidaya, sarana dan 
prasarana budidaya rumput laut yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 maupun Dari 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 
Ketiga : Kelompok Tani/Petani penerima bantuan kebun bibit rumput laut, sarana 
dan prasaran budidaya rumput laut, pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 yang diterima tidak 
diperkenankan dipindahtangankan tanpa sepengetahuan dan rekomendasi 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.  
Keempat: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013. 
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Kelima : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkannya. 
Berdasarkan peraturan daerah tersebut, kenyataan yang ada di lapangan tidak 
sesuai dengan semestinya. Salah satu masyarakat Desa Punaga Muh. Ikrar, dia 
berkomentar tidak pernah ada penyuluhan atau bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah padahal hampir semua dari Desa Punaga bermata pencaharian sebagai 
petani rumput laut. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas dalam tulisan ini penulis 
menetapkan untuk membahas mengenai Studi Kritis Implementasi Perda Nomor 138 
Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas 
Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 
(Perspektif Siyasah Syar’iyyah). Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan 
judul : 
“Studi Kritis Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan 
Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai Studi Kritis Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput 
Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang 




2. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variable yang 
dianggap penting yaitu : 
a. Studi kritis 
b. Implementasi 
 
FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 
Studi kritis 
Studi kritis ialah metode yang digunakan dalam 
penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras 








C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah 
dalam penulisan skripsi ini adalah “Bagaimana Implementasi Perda Nomor 138 
Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas 







Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 
(Persfektif Siyasah Syar’iyyah)” dengan sub-sub masalah : 
1. Sejauh mana bentuk pelaksanaan Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas Kelautan 
dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar ? 
2. Bagaimana pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda Nomor 
138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. 
Takalar ? 
D. Kajian Pustaka 
1. Syafiuddin dan Amri Jahi, dalam Jurnal penyuluhan “hubungan karakteristik 
individu dengan kompetensi Wirausaha petani rumput laut di Sulawesi Selatan”, 
Beberapa kelemahan antara lain karena apresiasi petani terhadap kualitas rumput 
laut yang rendah. Petani masih lemah pada berbagai aspek terutama pada aspek 
tehnis budidaya, aspek manajerial atau aspek kewirausahaan. Akibatnya, akses 
mereka untuk memperoleh harga yang lebih baik masih kurang dan hasil 
produksinya kurang sesuai standar.
4
 Dalam jurnal ini, sangat membantu peneliti 
untuk menambah referensi tentang Studi Kritis Implementasi Perda Nomor 138 
Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas 
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Syafiuddin dan Jahi Amri,Hubungan Karakteristik Individu dengan Kompetensi Wirausaha 
Petani Rumput Laut di Sulawesi Selatan (Syafiuddin dan Amri Jahi/ Jurnal Penyuluhan Maret, 2007 
Vol. 3, No. 1),h. 35 
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Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 
(Perspektif Siyasah Syar’iyyah). 
2. Imam Muhammad, dalam jurnal “Studi tentang pemberdayaan masyarakat 
petani rumput laut di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota 
Tarakan”, Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut menjadi salah satu 
program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung 
jawab, sebagaimana pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  45 Tahun 2009. 
Dalam mendukung terwujudnya Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu 
“Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015”.5 Dalam 
jurnal ini tidak membahas secara khusus tentang Studi Kritis Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). 
3. Arief Setiawan Yusuf, dalam jurnal “Membangun Daerah Perbatasan Dengan 
Rumput Laut”, Keberhasilan budidaya rumput laut di Nunukan tidak terlepas 
dari peran Bank Indonesia (BI). Pada 8 September 2011, BI secara resmi ikut 
berpartisipasi membangun rumput laut Nunukan, melalui penanda tanganan 
kerjasama Pengembangan rumput laut di Kabupaten Nunukan dengan pemkab 
Nunukan. Nota kesepahaman itu bernomor 13/3A/DKBU/Smr dan No. 
                                                             
5
Imam Muhammad,Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di 
Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan,(e-Journal Ilmu Pemerintahan, 4 
(1), 2016: 64-77 ISSN 2477-2458, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id © Copyright,2016),h. 65 
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180/15/523.36/HK/VIII/2011, ditanda tangani kepala perwakilan bank Indonesia 
Provinsi Kalimantan Timur, bapak Androecia Darwis dengan Bupati Nunukam 
Bapak Drs. H. Basri. Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan selanjutnya 
Bank Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan 
menanda tangani perjanjian kerja sama bernomor 14/7/dkbu/bpbu/Smr dalam 
rangka program pengembangan klaster rumput laut di Kabupaten Nunukan.
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Dalam Jurnal ini sangat membantu penulis, disini kita bisa ketahui bahwasanya 
ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat petani rumput laut 
bisa menghasilkan rumput laut yang bagus dan bisa meningkatkan penghasilan 
masyarakat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui kondisi lapangan terhadap pelaksanaan Studi Kritis Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar. 
b. Mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda Nomor 
138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut pada 
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Arief Setiawan Yusuf,Membangun Daerah Perbatasan Dengan Rumput Laut (Bank 
Indonesia cetakan 1, oktober 2013), h. 4-5 
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Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. 
Takalar. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kegunaan sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
 Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi 
bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Studi Kritis Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput 
Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang 
Kab. Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). 
b. Secara Praktis 
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui kondisi lapangan terhadap 
pelaksanaan Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan 
Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. 
2) Dapat mengetahui pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi 
Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. 







A. Peraturan Daerah Tentang Kawasan Industrialisasi Rumput Laut Pada Dinas 
Kelautan dan Perikanan di Kab. Takalar 
a. Pengertian Peraturan Daerah 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, Pemerintahan daerah 
diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan 
otonomi luas didaerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 




Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah 
Peraturan Daerah Provinsi dan atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 
UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam 
rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik 
Indonesia.  
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Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian 
kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, 
karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan 
harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. 
DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala 
Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-
peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan terhadap 
Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam 
konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan 
pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: 
implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik 
kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi 
untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. 
Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah didaerah dan yang 
memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan 
untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada 
Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD didaerah. Perda 
merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.
8
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Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan 
DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur 
pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk 
produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD keikutsertaan 
DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang 
secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak 
penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah 
(Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-
pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau 
Perda.
9 
Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik 
termasuk pembuatan peraturan daerah di mana syarat ini dapat juga diadopsi untuk 
pembentukan Perda antara lain:  
1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai 
pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila). 
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya 
suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang 
mengeluarkan peraturan yang dibentuk.  
3. Syarat Yuridis terbagi dua:  
a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar 
peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.  
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b. Materil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan 
dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana 
peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.  
b. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, 
yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggarakan 
pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah 
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus 
menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD
10
 
antara lain:  
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat 
persetujuan bersama;  
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;  
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur Bupati dan 
Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah 
Daerah, dan Kerjasama Internasional didaerah;  
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d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi 
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD 
Kabupaten/Kota;  
e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Kepala Daerah;  
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap 
rencana perjanjian Internasional didaerah;  
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah;  
h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan daerah;  
i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;  
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah;  
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan 
pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.  
Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara 
sistimatik untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan legislatif. Hal itu 
dimulai menempatkan DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah disamping 
kepala daerah. Dengan konstruksi yang demikian kepala daerah akan lebih mudah 
menempatkan DPRD dalam posisi yang sangat lemah, karena Gubernur, Bupati, dan 
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Walikota disamping kedudukannya sebagai Kepala Daerah sekaligus juga Kepala 
Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. 
Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan 
kedudukan DPRD adalah melalui mekanisme kontrol terhadap lembaga tersebut. 
Kontrol dapat dilakukan melalui dua cara yang sangat efektif
11
Pertama, dilakukan 
melalui mekanisme internal didalam lembaga DPRD. Didaerah ada mekanisme yang 
tidak tertulis, tetapi sangat mewarnai interaksi antara DPRD dengan Kepala Daerah, 
yaitu mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar, Kedua, Recalling, 
Jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota DPRD yang kritis 
adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, yang sangat populer 
dikenal sebagai recalling. Tetapi sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip 
pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah perubahan 
Undang-Undang Dasar 1945, maka produk DPRD daerah ini dapat saja bertentangan 
dengan produk Pemerintah di pusat. Misalnya, apabila suatu materi Perda tingkat 
Provinsi ataupun Perda tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah 
ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka 




Sehubungan dengan itu ada perbedaaan yang mendasar apa yang diatur dalam 
UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, khususnya yang 
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menyangkut tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk Pada UU No. 22 Tahun 
1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut:  
1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;  
2. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan yang lebih tinggi  
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau 
pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak enam juta rupiah;
13
 
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;  
6. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;  
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran 
Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).  
 Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda 
mengatur urusan rumah tangga dibidang otonomi dan urusan rumah tangga dibidang 
tugas pembantuan. Dibidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di 
bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau 
kepentingan masyarakat. Perda dibidang pembantuan hanya mengatur tata cara 
melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. 
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Undang-undang dalam arti luas yang meliputi semua hukum mengatur 
sesuatu materi atau masalah tertentu. Dalam hubungan itu timbullah persoalan, 
apakah didalam suatu undang-undang itu suatu materi harus diatur seluas-luasnya 
ataukah sedikit mungkin. Yang harus diatur di dalam undang-undang adalah apa 
yang diperlukan didalam praktek dan tidak lebih dari itu, jadi suatu undang-undang 




c. Peraturan daerah tentang industrialisasi rumput laut pada dinas 
perikanan dan kelautan Kabupaten Takalar 
Berdasarkan Perda No. 138 Tahun 2013 tentang penetapan kawasan  
industrialisasi rumput laut pada dinas kelautan dan perikanan  kabupaten Takalar 
tahun anggaran 2013. Penetapan kawasan industrialisasi rumput laut diperlukan 
untuk menunjang terciptanya industrialisasi rumput laut. Industrialisasi rumput laut 
menjadi salah satu program pembangunan nasional di Kabupaten Takalar. 
Berdasarkan hasil survey Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementrian 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada bulan September tentang kawasan 
yang sesuai untuk pengembangan industrialisasi rumput laut adalah kabupaten 
Takalar. 
 Dalam peraturan daerah Nomor 138 Tahun 2013 Tentang penetapan Kawasan 
Industrialisasi rumput laut pada dinas kelautan dan perikanan dalam putusannya 
menetapkan  
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Kesatu : Kawasan yang dijadikan sebagai lokasi industrialisasi Budidaya Rumput 
laut pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 
Anggaran 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati Takalar 
ini. 
Kedua : Daerah yang dijadikan sebagai kawasan diwajibkan untuk diberikan 
bantuan berupa kebun bibit kepada kelompok pembudidaya, sarana dan 
prasarana budidaya rumput laut yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 maupun Dari 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 
Ketiga : Kelompok Tani/Petani penerima bantuan kebun bibit rumput laut, sarana 
dan prasaran budidaya rumput laut, pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 yang diterima tidak 
diperkenankan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dan rekomendari 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.  
Keempat :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013. 
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Kelima   : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal di tetapkannya.
15
 
B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
7/PERMEN-KP/2013 Tentang Sertifikat Asal Rumput laut  
a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 
PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7/PERMEN-KP/2013  
TENTANG 
SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar ekspor rumput laut ke 
negara tertentu, diperlukan adanya sertifikat asal rumput laut; 
  b. bahwa untuk itu perlu mengatur sertifikat asal rumput laut 
dengan Peraturan Menteri; 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
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Peraturan Daerah Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Takalar Tahun Anggaran 2013 
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Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
141); 
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 142); 
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013; 
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 




Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT. 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 
2. Sertifikat Asal Rumput Laut adalah surat keterangan yang menyatakan cara 
memperoleh rumput laut dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia. 
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 
4. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil 
Perikanan. 
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan. 
Pasal 2 
(1) Setiap orang yang akan melakukan ekspor rumput laut harus memiliki Sertifikat 
Asal Rumput Laut sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. 
(2) Rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk rumput laut 
atau rumput laut olahan maupun dalam bentuk formula. 
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(3) Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat menyatakan bahwa 
rumput laut diperoleh dengan cara: 
a. mengambil rumput laut dari alam tanpa melalui budidaya (extraction); 
b. mengumpulkan rumput laut yang sudah lepas dari substratnya dari alam dan 
bukan merupakan rumput laut yang dibudidayakan(collection); atau 
c. memanen rumput laut yang dibudidayakan dialam termasuk tambak 
(aquaculture). 
Pasal 3 
(1) Sertifikat Asal Rumput Laut diterbitkan oleh Kepala Badan selaku Otoritas 
Kompeten. 
(2) Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten melimpahkan kewenangan penerbitan 
Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Petugas Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan. 
Pasal 4 
Setiap orang untuk memiliki Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala 
UPT Badan, yang memuat: 
a. nama pemohon; 
b. alamat pemohon; 
c. NPWP; 
d. negara tujuan ekspor; 
e. nama dagang atau nama lokal; 
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f. nama ilmiah; 
g. nama produk (kode HS 10 digit); 
h. cara memperoleh; 
i. cara memproses; dan 
j. jumlah/volume kemasan, dan jenis kemasan. 
Pasal 5 
(1) Kepala UPT Badan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 menugaskan Petugas Karantina Ikan untuk melakukan pemeriksaan 
kesesuaian permohonan dengan rumput laut yang akan diekspor paling lama 2 
(dua) hari kerja sejak permohonan diterima. 
(2) Petugas Karantina Ikan menerbitkan Sertifikat Asal Rumput Laut paling lama 2 
(dua) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan rumput laut. 
(3) Bentuk dan format Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Pasal 6 
Penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) tanpa dikenai biaya. 
Pasal 7 






(1) Dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut, Kepala Badan 
selaku Otoritas Kompeten berkoordinasi dengan Direktur Jenderal. 
(2) Dalam pelaksanaan koordinasi, Direktur Jenderal mempunyai kewenangan: 
a. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait diluar negeri yang berkaitan 
dengan Sertifikat Asal Rumput Laut; dan 
b. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi 
dari otoritas terkait diluar negeri yang berkaitan dengan Sertifikat Asal 
Rumput Laut. 
Pasal 9 
(1) Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten melakukan pembinaan terhadap 
pelaksanaan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut. 
(2) Kepala UPT Badan menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Sertifikat 
Asal Rumput Laut kepada Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten setiap tiga 
bulan dengan tembusan Direktur Jenderal. 
Pasal 10 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia 
 
                                                             
16
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Reuplik Indonesia Nomor 7/Permen-Kp/2013 
Tentang Sertifikat Asal Rumput Laut 
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 April 2013 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
SHARIF C. SUTARDJO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 April 20136 Juni 2011 













b. Contoh sertifikat asal rumput laut 
REPUBLIK INDONESIA 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 
 
SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT 
(CERTIFICATE OF LEGAL ORIGIN FOR SEAWEED) 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa rumput laut sebagaimana tercantum dibawah ini 
diperoleh oleh seseorang yang diberi izin melakukan kegiatan rumput laut sesuai 
dengan peraturan nasional dan internasional di bidang perikanan yang berlaku. 
I hereby certify that seaweed identified herein and under the described conditions 
was obtained by individuals authorized to engage in seaweed activities in 
accordance to the standing nationaland international fisheries regulations. 
Nama Eksportir  : 
Name of Exporter  : 
 
Alamat Eksportir  : 
Address of Exporter  : 
 
NPWP   : 




Negara tujuan ekspor    : 
Country of destination   : 
 
Nama Penerima    : 
Name of recipient    : 
 
Alamat Penerima    : 
Address of recipient    : 
NEGARA ASAL : 
(COUNTRY OF ORIGIN) : 
 
Nama dagang atau nama lokal: 






Nama Produk (kode HS 10 digit): 











Number of packing units (boxes, tanks, 
etc) 
 
Jenis unit pengepakan: 






        Other (Specify) 
Diperoleh dengan cara: 
Obtained by means of : 
Pengambilan 
 dari alam 
Extraction 








Name of Officer 
Tanda Tangan Pejabat 
Signature of Officer 
 
 


















MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
ttd. 
SHARIF C. SUTARDJO 
 
C. Fungsi adanya peraturan daerah tentang kawasan industrialisasi rumput laut 
pada dinas kelautan dan perikanan 
Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak Legislatif daerah 
(DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang didalamnya mengatur kepentingan 
umum yang ada didaerah bersangkutan. Keputusan Kepala Daerah adalah suatu 
bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).
17
 
Peraturan merupakan hukum (in abstracto) atau (generalnorms) yang 
sifatnya mengikat hal – hal yang umum atau yang berlaku, sedangkan tugasnya 
mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak, agar peraturan ini 





dapat dilaksanakan haruslah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang membawa 
peraturan ini kedalam peristiwa konkrit.  
Sebagai negara kepulauan terbesar didunia, Indonesia mestinya memiliki 
konsep yang jelas soal ekonomi kelautan mengingat kawasan pesisir Indonesia yang 




Konsep transformasi dalam perspektif perubahan sosial dapat diikuti 
penjelasan Sztompka (2004:5,65) yang mengatakan bahwa, dimensi utama dari 
sebuah perubahan adalah terjadinya perubahan bentuk kehidupan yang membawa 
akibat terhadap perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti hubungan kerja, 
system kepemilikan, klasifikasi masyarakat dan sebagainya, serta masyarakat 
senantiasa berubah disetiap tingkat kompleksitas internalnya.
19
 
Fungsi Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan 
Industrialisasi Rumput Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar 
Tahun Anggaran 2013  : 
a. Pemerintah akan lebih fokus dalam pengembangan industrialisasi 
budidaya rumput laut pada kawasan industrialisasi yang telah ditetapkan. 
b. Sebagai acuan dan patokan dalam mengelola dan mengembangkan 
industrialisasi rumput laut di Kabupaten Takalar. 
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Apridar dkk, Ekonomi kelautan dan pesisir, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),h. 9 
19
H.M. Darwis dkk dalam jurnal, kajian komunitas petani rumput laut sebagai alternatif 
kelangsungan hidup masyarakat pesisir kabupaten jeneponto.(volume XII, 2013).h. 5 
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c. Sebagai tuntunan dalam menyalurkan anggaran kepada kelompok tani 
dikawasan yang telah ditetapkan. 
d. Sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 
e. Pengkoordinasian dan penyusunan program budidaya rumput laut. 
f. Perancangan strategi dan program kerja budidaya rumput laut. 
D. Tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah terhadap petani rumput laut  
Tugas wewenang dan fungsi merupakan kerangka acuan yang dilaksanakan 
pemerintah, khususnya Pemerintah kabupaten, dimana penetapan tugas, wewenang 
dan fungsi berdasarkan keputusan Gubernur. 
a. Mengeluarkan surat perizinan terkait segala hal yang memiliki nilai 
ekonomi yang dilakukan oleh petani rumput laut dalam pembudidayaan 
rumput laut. 
Dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut tidak menutup kemungkinan 
akan ada kendala-kendala yang terjadi. Misalnya kendala yang sering 
dihadapi oleh para petani adalah masalah modal, karena terbatasnya 
bantuan dari pemerintah maka sebagian petani meminta bantuan berupa 
modal atau bibit dari investor asing diluar dari kawasan industrialisasi 
rumput laut. 




Dalam hal ini pemerintah mengawasi apakah pelaksanaan pembudidayaan 
rumput laut yang dilakukan telah sesuai dengan kewenangan dan 
peraturan yang berlaku atau sebaliknya. 
c. Memberikan perlindungan kepada petani rumput laut. 
Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah petani rumput laut 
berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara ketika adanya 
sesuatu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
d. Memutuskan bentuk dan tata kelola pembudidayaan rumput laut yang 
dilaksanakan oleh petani rumput laut. 




E. Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Pengimplementasian Perda Nomor 
138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut 
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
1. Pengertian Siyasah Syar’iah 
Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah menyimpulkan bahwa makna dasar dari 
istilah siyasah adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang 
pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang.
21
 Secara 
etimologi siyasah syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti sesuatu yang 
                                                             
20
Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta : Penerbit Media 
Pressindo, 2002),h. 15 
21Athiyah ‘Adlan Qarah, Al-Ahkam as-syar’iyah lin-Nawazil As-Siyasiyah, h. 11 
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bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat 
syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang 




Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa 
masalah yang masuk dalam kewenangan Siyasah syar‘iyyah. Beliau 
mendasarkan teori Siyasah syar‘iyyah kepada QS An-Nisa/4 : 58 dan 59. 
Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan 
masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin 
dan rakyat.  
QS An-Nisa/4 : 58. 
 َيَْيب ُْنتْوَكَح َاذِإ َّ  ا َِ ِل ُْ َ أ َٰىلِإ ِتَاًاََهْلْا ا ُّّدَُؤت َْىأ ْنُكُرُْهَأي َ َّاللَّ َِّىإ ۚ ِْلَدعْلِاب اُْوُكَْحت َْىأ ِساٌَّلا
اًريَِصب ًاعيِوَس َىاَك َ َّاللَّ َِّىإ ۗ َِ ِب ْنُكُظَِعي ا َّوِعًِ َ َّاللَّ َِّىإ 
Terjemahannya :  
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
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Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh” kuliyat da’wah al Islami (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 
1997), h. 89 
23
Departemen Agama RI, ALWASIM Al-Qur’an tajwid kode, transletirasi perkata dan 
terjemahana perkata  (Jawa barat: Cipta bagus segara, 2013), h. 76 
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QS An-Nisa/4 : 59. 
 َ َّاللَّ اُْعيَِطأ اٌَُْهآ َييِرَّلا ا َِ َُّيأ َاي ِاإ ُْنتْتَعَاٌَت ِْىَئإ ف ْنُكٌِْه ِرَْهْلْا اِلُّأ َّ  َلُْس َّرلا اُْعيَِطأ َّ  
 َْحأ َّ  ٌرْيَخ َكِل




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 




Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin 
sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara 
garis besarnya, berdasar ayat pertama (QS An-Nisa/4 : 58), kewajiban dan 
kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum 
yang adil sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama 
mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (QS An-Nisa/4 : 59). Kewajiban 
penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan 
pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan 
amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan 
tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, 
shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan 
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Departemen Agama RI, ALWASIM Al-Qur’an tajwid kode, transletirasi perkata dan 
terjemahana perkata  (Jawa barat: Cipta bagus segara, 2013), h. 76 
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amanat kekayaan. Sedang Siyasah syar‘iyyah dalam bidang penegakan 
hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk 
membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan 
hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti 
pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan 
sebaginya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara- perkara yang 
harus dimusyawarahkan. 
Dengan Siyasah syar‘iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 
menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat 
baik itu dibidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Secara 
terperinci Imam al- Mawardy
25
 menyebutkan diantara yang termasuk ke 
dalam hukum kekuasaan atau kewenangan Siyasah syar‘iyyah sekurang-
kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu: 'Aqdul Imamah atau kaharusan 
dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada Syura 
Taqlidul Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua 
pola. Yaitu wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah, Taqlidul imârah 
'alal bilâd, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau 
kepala daerah dan sebagainya. Wilayah 'ala hurûbil mashâlih, yaitu 
kewenangan untuk memerangi para pemberontak. Wilayatul qadha, 
kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, 
hakim dan sebagainya. Wilayatul madhalim, kewenangan memutuskan 
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Al Mawardy, Al Ahkamus Sulthaniyah, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq),h. 29 
36 
 
persengketaan diantara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat 
tertentu. Wilayatun niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan 
mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya. Wilayah 'ala 
imamatis shalawat, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau 
mengangkat  Wilayah fi ahkamil hisbah, kewenangan dalam menetapkan 
lembaga pengawasan.  
2. Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pengimplementasian Perda 
Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Berdasarkan penjelasan mengenai Siyasah Syar’iyyah Pemerintah 
sebagai wakil rakyat diharuskan untuk berlaku adil dan transparan dalam 
melaksanakan dan memutuskan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan 
ummat. Apabila terdapat perselisihan dan kekeliruan antara pemerintah dan 
masyarakat dalam menghadapi suatu perkara harus dikembalikan kepada Al-
Qur’an dan As Sunnah. 
Pemerintah juga berkewajiban untuk menjalankan amanat yang 
diberikan dengan sebaik-baiknya seperti memutuskan perkara hukum dengan 
adil. 
Dalam pelaksanaan Perda No. 138 tahun 2013 terdapat banyak 
penyimpangan jika ditinjau dari sudut pandang Siyasah Syar’iyyah. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari penyaluran 
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bantuan bagi kelompok petani rumput laut. Bantuan yang diberikan tidak 
merata dan tidak transparan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi 
tentang Perda No.138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun  





A. Jenis dan lokasi penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual 
dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. 
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang 
Kabupaten Takalar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan yuridis normatif, 
Pendekatan sosiologi adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk 
mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian Hukum Normatif (yuridis 
normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder belaka. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu 
a. Data Primer  
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Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti.
27
 Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
dilapangan yang dilakukan di Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten 
Takalar  dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke 
lapangan dengan mengadakan wawancara  pada informan penelitian untuk 
memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai Studi Kritis Implementasi Perda 
Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut 
pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. Mangarabombang Kab. 
Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui Library Research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan 
perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul 
skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut: 
1) Kutipan Langsung  
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40 
 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
2) Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 
dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, 
mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari 
pendapat tersebut tetap sama. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Seperti telah di sebutkan pengumpulan data, kualitas data ditentukan oleh 
kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau pengambil datanya cukup 
reliabel dan valid, maka datanya juga cukup valid, maka datanya juga akan cukup 
reliabel dan falid.  
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Observasi  
 Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang 
terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.
28
 Penggunaan metode observasi 
dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara 
efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis 
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menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan 
menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya 
dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Studi Kritis 
Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan 
Industrialisasi Rumput Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga 
Kec. Mangarabombang Kab. Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyyah). 
b. Wawancara 
Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung 
antara dua orang dengan situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 
melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang di teliti 
yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.
29
 Oleh karena itu peneliti 
menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya 
yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini. 
 
 
                                                             
29
Emsir, Metodologi Penelitian kualitatif  (Jakarta: Rajawali pers, 2014),h. 50 
42 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus 
disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara  
Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang 
berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan pulpen 
Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan 
menulis semua percakapan dengan sumber data. 
c. Kamera  
Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
a. Pengelolahan Data 
Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan 
dianalisis dan mungkin diinterpresentasikan untuk memecahkan dan menjawab 
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1) Editing data  
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara. 
2) Coding data  
Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.  
b. Analisis Data 
Analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi 
informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk 
solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi 
tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di 
lapangan. Pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam 
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penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh 
subjektivitas peneliti menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan 
objektivitasnya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari istrumen penelitian dan 
validasi peneliti sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
peneliti itu sendiri.  
Data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti dideskripsikan sesuai 
dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama melakukan 
penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di 
lapangan sangat dipengaruhi oleh kemapanan intelektual peneliti dalam 
mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan subjektivitas yang disampaikan tetap 
mengacu pada konsep rasionalis yang menjadikan rasio sebagai pisau bedah dalam 
mengurai data yang diperoleh. Selain itu, data yang dilaporkan oleh peneliti harus 





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Punaga adalah nama desa di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten 
Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Punaga berada didaerah yang cukup terpencil. 
Perjalanan yang ditempuh dari Makassar sekitar 2 jam, berkisar 80-60 km/jam. Jarak 
dari jalan poros trans Sulawesi yang menghubungkan kota Makassar dengan 
kabupaten di selatan Sulawesi selatan ini, sekitar 30 KM.  
Desa  Punaga merupakan salah satu kawasan industrialisasi rumput laut yang 
ada di Kabupaten Takalar. Sebagian  besar masyarakat Desa Punaga bekerja sebagai 
petani rumput laut,  sebagai petani kebun atau petani padi. Daerah pesisir diwilayah 
ini dijadikan tempat pembudidayaan rumput laut. Sebagian masyarakat Desa Punaga 
keluar daerah untuk mencari kehidupan mereka yang lebih layak dikarenakan 
pekerjaan sebagai bertani rumput laut penghasilannya masih minim sehingga 
kebutuhannya masih kurang. Pembudidayaan rumput laut dilakukan secara sendiri-
sendiri oleh masyarakat sekitar. 
Pembudidayaan rumput laut di daerah ini masih menggunakan peralatan 
tradisional dan sebagian besar belajar secara otodidak dalam membudidayakan 
rumput laut dikarenakan hampir tidak adanya penyuluhan dari pemerintah setempat. 
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B. Implementasi Perda Nomor 138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan 
Industrialisasi Rumput Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa 
Punaga Kec. Mangarabombang Kab. Takalar 
Pengimplementasian Perda Nomor 138 Tahun 2013 akan dijelaskan melalui 
pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti. Namun sebelumnya, akan 
dipaparkan isi Perda Nomor 138 Tahun 2013, adapun isinya sebagai berikut: 
Perda Nomor 138 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut Pada Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 
Anggaran 2013 
Kesatu : Kawasan yang dijadikan sebagai lokasi Industrialisasi Budidaya Rumput 
laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 
Anggaran 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran Bupati Takalar 
ini. 
Kedua : Daerah yang dijadikan sebagai kawasan diwajibkan untuk diberikan 
bantuan berupa kebun bibit kepada kelompok pembudidaya, sarana dan 
prasarana budidaya rumput laut yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 maupun Dari 
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 
Ketiga : Kelompok Tani/Petani penerima bantuan kebun bibit rumput laut, sarana 
dan prasaran budidaya rumput laut, pada Dinas Kelautan dan Perikanan 
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Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013 yang diterima tidak 
diperkenankan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dan rekomendasi 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.  
Keempat: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2013. 
Kelima : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkannya.
31
 
 Berdasarkan Perda diatas, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Desa Punaga termasuk salah satu kawasan industrialisasi rumput laut di Kab. 
Takalar. 
2. Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan industrialisasi diwajibkan untuk 
diberikan bantuan berupa kebun  bibit kepada kelompok pembudidaya, sarana 
dan prasarana budidaya rumput laut yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan kabupaten Takalar tahun anggaran 2013 maupun dari Direktorat 
Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
3. Penerima bantuan, tidak diperkenankan dipindah tangankan tanpa 
sepengetahuan dan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan perikanan 
Kabupaten Takalar. 
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4. Segala  biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Takalar tahun anggaran 2013. 
C. Hasil Kritis Pengimplementasian Perda Nomor 138 Tahun 2013 Tentang 
Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut Pada Dinas Kelautan 
dan Perikanan berdasarkan pedoman wawancara yang digunakan 
1. Pedoman Wawancara 
a. Sudah berapa lama Bapak bertani rumput laut ? 
Dari hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut : 
1) Dari 20 sampel, 6 orang diantaranya telah 4 tahun membudidayakan 
rumput laut. 
2) Dari 20 sampel, 14 orang diantaranya telah 10 tahun membudidayakan 
rumput laut. 
b. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai petani rumput laut ? 
Sebagian besar masyarakat Desa Punaga memilih menjadi petani rumput laut 
karena Punaga terletak dipesisir pantai dan potensi untuk rumput laut sangat 
besar jadi kebanyakan mayarakat membuat pekerjaan utamanya menjadi 
petani rumput laut. 
c. Darimana Bapak belajar bertani rumput laut ? 
Dari 20 sampel semuanya berkata bahwa mereka belajar bertani rumput laut 
hanya dari kebiasaan sehari-hari tanpa ada pelatihan khusus sebelumnya dan 
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secara otodidak mereka mahir membudidayakan rumput laut dengan 
peralatan sederhana. 
d. Apakah pernah diadakan penyuluhan atau pelatihan khusus tentang bertani 
rumput laut yang diadakan oleh pemerintah setempat ? 
Dari 20 sampel semuanya mengatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan 
atau pelatihan khusus tentang bertani rumput laut yang diadakan oleh 
pemerintah. 
e. Apa saja masalah yang sering terjadi dalam sektor pembudidayaan rumput 
laut ? 
1) Dari 20 sampel 15 diantaranya mengatakan permasalahan yang biasa di 
hadapi adalah sulitnya mendapat bibit rumput laut dan adanya limbah 
dari tambak.  
2) Dari 20 sampel 5 diantaranya mengatakan permasalahan yang sering 
terjadi adalah banyaknya lumut yang merusuk rumput laut. 
f. Bagaiaman tanggapan petani rumput laut terhadap perhatian pemerintah 
dalam pembudidayaan rumput laut ? 
Dari 20 sampel semuanya mengatakan bahwa perhatian pemerintah masih 
sangat kurang. Potensi yang dimiliki petani rumput laut seharusnya bisa lebih 
berkembang tapi karena kurangnya perhatian dari pemerintah perkembangan 
pembudidayaan rumput laut yang ada di Desa Punaga menjadi tersendat. 
g. Apakah pernah ada pemberian kebun bibit rumput laut oleh pemerintah 
kepada kelompok tani/petani rumput laut ? 
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Dari 20 sampel semuanya mengataka tidak pernah menerima bantuan bibit 
rumput laut dari pemerintah. 
h. Apakah ada sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada 
petani rumput laut? Jika ada, seperti apa sarana dan prasarana yang diberikan 
? 
1) Dari 20 sampel 18 orang tidak pernah mendapatkan bantuan sarana dan 
prasarana dari pemerintah.  
2) Dan 2 di antaranya menerima bantuan dari pemerintah berupa jaring 
i. Apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh petani rumput laut untuk 
mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah dalam bertani rumput laut 
? 
Dari 2 orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah mereka mengatakan 
tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk bantuan tersebut. 
j. Selain menjadi petani rumput laut, pekerjaan apa yang menjadi sampingan 
Bapak ? 
Dari 20 sampel semuanya mengatakan bahwa pekerjaan prioritas Desa 
Punaga adalah bertani rumput laut. Pekerjaan sampingan ketika sedang tidak 
bertani rumput laut adalah berkebun dan membajak sawah. 
2. Wawancara dengan tokoh masyarakat 
a. H. Haris Lili, 58 Tahun. Jabatan, kepala desa Punaga. Sudah 5 tahun pak 
haris menjadi kepala desa. Masyarakat desa Punaga sebagian besar 
berprofesi sebagai petani rumput laut. Masalah yang sering mereka 
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hadapi adalah limbah dari pabrik, rumput laut yang rusak, lumut hitam 
dan bercak putih. Kenapa kebanyakan masyarakat Punaga berprofesi 
sebagai petani rumput laut karena rumput laut waktu panennya nda 
terlalu lama. Dijualnyapun mudah terus menjanjikan. Waktu yang 
dibutuhkan 1 kali panen yaitu biasanya 40 hari. Sebagian besar 
masyarakat belajar sendiri dalam bertani rumput laut. Kurangnya 
perhatian dari pemerintah karena kurangnya korelasi antara pemerintah 
setempat dengan pemerintah daerah. Adapun hubungan antara 
pemerintah dengan aparat desa biasanya persoalan yang lain bukan 
tentang rumput laut. 
b. Muh. Ikrar, 24 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun 
dan bertani jagung/padi dan pengembala sapi. Sudah 4 tahun Ikrar 
menjadi petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani 
rumput laut adalah  modal untuk beli bibit, lumut hitam dan bercak putih. 
Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang bagaimana cara 
bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah 
untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput laut secara 
otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-masing. 
Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada masyarakat dari 
pemerintah daerah.  
c. Hakim Dg Gassing, 24 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, 
berkebun dan bertani jagung/padi. Sudah 4 tahun Dg Gassing menjadi 
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petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut 
adalah, lumut hitam dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari 
pemerintah tentang bagaimana cara bertani rumput laut yang baik. Dan 
tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah untuk masyarakat 
Punaga. Kami belajar bertani rumput laut secara otodidak atau secara 
sendiri-sendiri dari pengalaman masing-masing. Tidak ada sarana dan 
prasarana yang di berikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah. 
d. H. Sirajuddin Dg Not,45 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, 
berkebun dan ketua BPD desa Punaga. Sudah 11 tahun Sirajuddin 
menjadi petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani 
rumput laut adalah kurangnya kebun bibit dan lumut hitam. Perhatian 
pemerintah kepada masyarakat desa Punaga masih sangat kurang. Kami 
belajar bertani rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri 
dari pengalaman masing-masing. Tidak pernah ada pemberian kebun 
bibit yang diberikan dari pemerintah daerah. Pernah ada sarana dan 
prasarana yang di berikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah 
yaitu berupa jaring. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pemberian 
sarana dan prasarana. 
e. Dg Senga, 40 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan bertani 
jagung/padi. Sudah 11 tahun Dg Senga menjadi petani rumput laut. 
Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah lumut hitam 
dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
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bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
f. Dg Ngila, 44 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, dan kuli 
bangunan. Sudah 13 tahun Dg Ngila menjadi petani rumput laut. Masalah 
yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah  susahnya bibit rumput 
laut dan lumut hitam. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah 
tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali 
perhatian dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani 
rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman 
masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
g. Dg Tinri, 32 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun, 
bertani jagung/padi dan pengembala sapi. Sudah 4 tahun Dg Tinri 
menjadi petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani 
rumput laut adalah  modal untuk beli bibit, lumut hitam dan bercak putih. 
Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang bagaimana cara 
bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah 
untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput laut secara 
otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-masing. 
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Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada masyarakat dari 
pemerintah daerah. 
h. Dg Sila, 28 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan kuli 
bangunan. Sudah 4 tahun Dg Sila menjadi petani rumput laut. Masalah 
yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah   lumut hitam dan 
bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
i. Dg Rappo, 32 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut. Sudah 10 
tahun Dg Rappo menjadi petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi 
saat bertani rumput laut adalah bibit rumput laut yang susah dan lumut 
hitam. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang bagaimana 
cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian dari 
pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput laut 
secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
j. Dg Tutu, 29 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun dan 
bertani jagung/padi. Sudah 8 tahun Dg Tutu menjadi petani rumput laut. 
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Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah lumut hitam 
dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
k. Syahrullah Dg Gassing, 20 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut 
dan pegawai di salah satu rumah makan. Sudah 3 tahun Syahrulah 
menjadi petani rumput laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani 
rumput laut adalah kurangnya bibit rumput laut. Tidak pernah ada 
penyuluhan dari pemerintah tentang bagaimana cara bertani rumput laut. 
Dan tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah untuk masyarakat 
Punaga. Kami belajar bertani rumput laut secara otodidak atau secara 
sendiri-sendiri dari pengalaman masing-masing. Tidak ada sarana dan 
prasarana yang di berikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah. 
l. Dg Juga, 32 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan bertani 
jagung/padi. Sudah 10 tahun Dg Juga menjadi petani rumput laut. 
Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah  modal untuk 
beli bibit dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah 
tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali 
perhatian dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani 
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rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman 
masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
m. Hendri mardianto, 21 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, 
bertani jagung/padi. Sudah 3 tahun Hendri menjadi petani rumput laut. 
Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah bibit, lumut 
hitam dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah 
tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali 
perhatian dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani 
rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman 
masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
n. Dg Ngaha, 30 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun 
padi. Sudah 10 tahun Dg Ngaha menjadi petani rumput laut. Masalah 
yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah lumut hitam dan 
bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
57 
 
o. Oca Dg Mone, 26 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan 
peternak sapi. Sudah 4 tahun Dg Mone menjadi petani rumput laut. 
Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah lumut hitam 
dan bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
p. Suprianto Dg Tammu, 28 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, 
dan kuli bangunan. Sudah 9 tahun Dg Tammu menjadi petani rumput 
laut. Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah  bibit 
rumput laut yang susah, lumut hitam. Tidak pernah ada penyuluhan dari 
pemerintah tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada 
sama sekali perhatian dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami 
belajar bertani rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri 
dari pengalaman masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di 
berikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah. 
q. Dg Rimo, 35 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun padi 
dan tukang ojek. Sudah 10 tahun Dg Rimo menjadi petani rumput laut. 
Masalah yang sering terjadi saat bertani rumput laut adalah  tidak ada 
bibit rumput laut, limbah dari tambak. Tidak pernah ada penyuluhan dari 
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pemerintah tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada 
sama sekali perhatian dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami 
belajar bertani rumput laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri 
dari pengalaman masing-masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di 
berikan kepada masyarakat dari pemerintah daerah. 
r. Dg Sija, 28 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan nelayan 
Ikan. Sudah 8 tahun Dg Sija menjadi petani rumput laut. Masalah yang 
sering terjadi saat bertani rumput laut adalah limbah dari tambang dan 
bercak putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang 
bagaimana cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
s. Dg Tojeng, 51 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut, berkebun. 
Sudah 13 tahun Dg Tojeng menjadi petani rumput laut. Masalah yang 
sering terjadi saat bertani rumput laut adalah banyak lumut dan bercak 
putih. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah tentang bagaimana 
cara bertani rumput laut. Dan tidak ada sama sekali perhatian dari 
pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput laut 
secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
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masing. Tidak ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada 
masyarakat dari pemerintah daerah. 
t. Dg Tiro, 35 Tahun. Pekerjaan sebagai petani rumput laut dan bertani 
padi. Sudah 10 tahun Dg Tiro menjadi petani rumput laut. Masalah yang 
sering terjadi saat bertani rumput laut adalah  bibit yang mahal, dan 
rumput laut biasa rusak. Tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah 
tentang bagaimana cara bertani rumput laut. Dan ada sedikit perhatian 
dari pemerintah untuk masyarakat Punaga. Kami belajar bertani rumput 
laut secara otodidak atau secara sendiri-sendiri dari pengalaman masing-
masing. Ada sarana dan prasarana yang di berikan kepada masyarakat 
dari pemerintah daerah yaitu berupa jaring. 
3. Tabel Pedoman Wawancara 






1. H. Haris Lili Limba dari pabrik, rumput laut 
yang rusak, lumut hitam dan 
bercak putih 
   
2. Muh. Ikrar Modal untuk bibit, lumut hitam 
dan bercak putih 
  
3.  Hakim Dg Gassing Lumut hitam dan bercak putih   
4. H. Sirajuddin Dg 
Noto 
Kurangnya kebun bibit dan 
lumut hitam 
  
5. Dg Senga Lumut hitam dan bercak putih   
6. Dg Ngila Susahnya bibit rumput laut, 
dan lumut hitam 
  





8. Dg Sila Lumut hitam dan bercak putih   
9. Dg Rappo Bibit rumput laut yang susah 
dan lumut hitam 
  
10. Dg Tutu Lumut hitam dan bercak putih   
11. Syahrullah Dg 
Gassing 
Kurangnya bibit rumput laut   
12. Dg Juga Modal membeli bibit dan 
bercak putih 
  
13. Hendri mardianto Bibit, lumut hitam dan bercak 
putih 
  
14. Dg Ngaha Lumut hitam dan bercak putih   
15. Dg Mone Lumut hitam dan bercak putih   
16. Suprianto Dg 
Tammu 
Bibit rumput laut dan lumut 
hitam 
  
17. Dg Rimo Tidak ada bibit rumput laut dan 
limbah dari tambak 
  
18. Dg Sija Limbah dari tambak dan 
bercak putih 
  
19. Dg Tojeng Banyak lumut dan bercak putih   
20. Dg Tiro Rumput laut biasa rusak dan 
bibit yang mahal 
  
 Sumber : wawancara di Desa Punaga, 2018 
 Wawancara dengan salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, 
penyebab terjadi tidak meratanya pembagian jaring dari pemerintah daerah adalah 
kurangnya bantuan dari pemerintah daerah, sehingga cuman sebahagian yang 
diberikan bantuan, cuman H Sirajuddin Dg Noto dan Dg tiro mendapatkan bantuan. 
Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 20 petani rumput laut, Perda 
Nomor 138 Tahun 2013 tidak terealisasi dengan baik karena sebahagian petani 
rumput laut mengatakan bahwa tidak pernah ada bantuan yang mereka dapatkan dari 
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pemerintah baik berupa kebun bibit maupun sarana prasarana pembudidayaan 
rumput laut. Mereka membudidayakan rumput laut secara otodidak dikarenakan 
tidak adanya penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah setempat tentang 
pembudidayaan rumput laut. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara 
pemerintah setempat dengan pemerintah daerah yang menyebabkan Implementasi 
Perda No. 138 Tahun 2013 kurang tersosialisasi di kalangan petani rumput laut. 
D. Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Implementasi Perda Nomor 138 
Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut 
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Desa Punaga Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar 
1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 
Dr. Athiyah ‘Adlan Qarah menyimpulkan bahwa makna dasar dari 
istilah siyasah adalah sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang 
pemimpin atau seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang.
32
 Inti dari tindakan 
atau kebijakan tersebut adalah memelihara, mengatur, dan mengupayakan 
tercapainya kebaikan. Sarana-sarana dan metode-metode untuk menjalankan 
tindakan dan kebijakan tersebut bisa beragam, namun bertumpu kepada kerja keras, 
menanggung kesukaran, dan mencurahkan segenap kemampuan. Adapun tujuan 
finalnya adalah untuk rakyat dan urusan rakyat akan menjadi lebih baik.  
                                                             
32Athiyah ‘Adlan Qarah, Al-Ahkam as-syar’iyyah lin-Nawazil As-Siyasiyyah, h. 11 
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Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah 
yang masuk dalam kewenangan Siyasah syar‘iyyah. Beliau mendasarkan teori 
Siyasah syar‘iyyah kepada QS An-Nisa/4 : 58 dan 59. Dimana kedua ayat tersebut 
menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan 
dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat.  
Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang 
ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, 
berdasar ayat pertama (QS An-Nisa/4 : 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin 
adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil sedang kewajiban 
rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
(QS An-Nisa/4 : 59). Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi 
pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang 
yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam 
menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, 
shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat 
kekayaan. Sedang Siyasah syar‘iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil 
memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, 
mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap 
pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, 
peminum khamer, dan sebaginya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara- 
perkara yang harus dimusyawarahkan. 
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Dengan Siyasah syar‘iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 
menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat baik 
itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. Secara terperinci 
Imam al- Mawardy
33
 menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum 
kekuasaan atau kewenangan Siyasah syar‘iyyah sekurang-kurangnya mencakup dua 
puluh bidang, yaitu: 'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan 
dalam Islam yang mengacu kepada Syura Taqlidul Wizarah atau pengangkatan 
pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyah dan wizarah 
tanfidziyah, Taqlidul imârah 'alal bilâd, pengangkatan pejabat negara seperti 
gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. Wilayah 'ala hurubil 
mashâlih, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak. Wilayatul qadha, 
kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan 
sebagainya. Wilayatul madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara 
rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu. Wilayatun niqabah, 
kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok 
masyarakat dari rakyatnya. Wilayah 'ala imamatis shalawat, kewenangan 
mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat  Wilayah fi ahkamil 
hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.  
 
 
                                                             
33
Al Mawardy, Al Ahkamus Sulthaniyah, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq),h. 29 
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2. Pandangan Siyasah Syar’iah terhdap Pengimplementasian Perda Nomor 
138 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi Rumput Laut 
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Berdasarkan penjelasan mengenai Siyasah Syar’iyyah Pemerintah 
sebagai wakil rakyat diharuskan untuk berlaku adil dan transparan dalam 
melaksanakan dan memutuskan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan 
ummat. Apabila terdapat perselisihan dan kekeliruan antara pemerintah dan 
masyarakat dalam menghadapi suatu perkara harus dikembalikan kepada Al-
qur’an dan As sunnah. Pemerintah juga berkewajiban untuk menjalankan 
amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya seperti memutuskan perkara 
hukum dengan adil. 
Dalam pelaksanaan Perda No. 138 tahun 2013 terdapat banyak 
penyimpangan jika ditinjau dari sudut pandang Siyasah Syar’iah. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari penyaluran 
bantuan bagi kelompok petani rumput laut. Bantuan yang diberikan tidak 
merata dan tidak transparan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi 
tentang Perda No.138 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Industrialisasi 
Rumput Laut Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 







Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran  untuk peneliti yang sedang 
melakukan penelitian yang berkaitan 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain : 
1. Implementasi Perda No.138 Tahun 2013 
Dari  hasil penelitian pemerintah daerah sudah melaksanakan peraturan 
daerah nomor 138 tahun 2013 namun dalam pelaksanaannya, Perda tersebut belum 
secara sempurna terlaksana seperti penyaluran bantuan berupa kebun bibit, sarana 
dan prasarana untuk mengolah dan membudidayakan rumput laut oleh kelompok tani 
seperti yang tertera pada Perda No. 138 Tahun 2013 poin kedua. 
2. Pandangan Siyasah Syar’iyyah tentang Perda No. 138 tahun 2013 
Pemerintah adalah pelayan masyarakat dan masyarakat harus mematuhi 
perintah selama pemerintah yang berwenang masih tunduk dan patuh terhadap Allah 
SWT dan Rasulullah SAW. Menurut siyasah syar’iyyah, sebagai kepala daerah 








1. Kelompok tani sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai hal – hal yang 
berkaitan dengan pembudidayaan rumput laut baik dalam bidang hukum 
maupun ekonomi. 
2. Peraturan Perda mengenai pembudidayaan rumput laut sebaiknya diadakan 
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